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Nur Haeda, E131 13 005, “Kerjasama Indonesia-Norwegia dalam Konservasi 
Hutan Indonesia Melalui Kerangka Reducing Emission From Deforestation 
and Degradation (REDD+) Studi Kasus : Hutan Kalimantan Tengah”. 
Dibimbing oleh Dr. H. Adi Suryadi B.MA selaku pembimbing I dan 
Burhanuddin, S.IP, M.Si selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, menelusuri dan menjelaskan 
bagaimana kerjasama Indonesia dengan Norwegia dalam konservasi hutan 
Indonesia melalui Kerangka REDD+  terkait dengan kepentingan kedua Negara 
dalam menjalankan kerjasama lingkungan ini dan juga bagaimana implementasi 
dari program REDD+ yang telah dibentuk kedua Negara bagi hutan Kalimantan 
Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
analisis, Teknik pengumpulan yang digunakan penulis ialah telaah pustaka. 
Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang didukung 
oleh data kuantitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia dan Norwegia ini 
tentunya memiliki kepentingan yang berbeda diantara kedua Negara. Indonesia 
sendiri memiliki kepentingan untuk menciptakan image yang baik dimata dunia 
internasional, hal ini di sebabkan bahwa Indonesia memiliki hutan yang luas 
namun memiliki berbagai macam permasalahan, oleh sebab itu dibutuhkan 
komitmen yang besar pula untuk menjaga hutannya, Norwegia sendiri memiliki 
kewajiban Moril terhadap Negara berkembang yang memiliki hutan yang luas. 
implementasi dari program REDD+ ini berupa kegiatan yang dilakukan berbagai 
pihak yang masuk ke dalam Letter Of intent yang telah disepakati oleh Indonesia 
dan Norwegia. 
Kata Kunci: Kerjasama Indonesia-Norwegia, Hutan Kalimantan Tengah, 












Nur Haeda, E131 13 005, "Indonesia-Norway Cooperation in Indonesia's Forest 
Conservation through Reducing Emissions From Deforestation and Degradation 
(REDD +) Case Study: Central Kalimantan Forest". Guided by Dr. H. Adi 
Suryadi B.MA as supervisor I and Burhanuddin, S.IP, M.Si as Supervisor II, 
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, 
Hasanuddin University. 
This study aims to describe and explain how Indonesia's cooperation with Norway 
in the conservation of Indonesia's forests through the REDD + Framework is 
related to the interests of both countries in carrying out this environmental 
cooperation as well as how the implementation of the REDD + program that both 
countries have formed for Central Kalimantan's forests. The method used by the 
writer  is descriptive method of analysis, collecting techniques used by the author 
is literature review. The authors analyzed the data using qualitative analysis 
techniques supported by quantitative data. 
The results of this research indicate that the cooperation between Indonesia and 
Norway certainly has different interests between the two countries. Indonesia 
itself has the interest to create a good image in the eyes of the international world, 
this is why Indonesia has a large forest but has various problems, therefore it takes 
a great commitment also to maintain its forests, Norway itself has a moral 
obligation to developing countries who has large of forest. The implementation of 
this REDD + program is the activities undertaken by various parties that 
mentioned into the Letter Of Intent agreed by Indonesia and Norway. 
Keywords: Indonesia-Norway Cooperation, Central Kalimantan Forest, REDD +, 
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A. Latar Belakang 
Isu lingkungan merupakan salah satu isu yang kian menarik untuk dibahas 
dalam studi Hubungan Internasional. Isu lingkungan ini menjadi penting dalam 
dunia internasional mengingat setiap perkembangan ekonomi, sosial, dan politik 
tentu mengacu pada permasalahan lingkungan yang ada.  Beberapa permasalahan 
lingkungan yang kini tengah disoroti adalah penebangan hutan secara ilegal, 
kebakaran hutan, dan yang menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini adalah 
permasalahan perubahan iklim. 
Deforestasi dan degradasi hutan menurut Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) memberikan kontribusi global hingga mencapai 17% dari 
seluruh emisi gas rumah kaca yang berarti melebihi sektor transportasi dan 
peringkat ketiga setelah energi global (26%) dan sektor-sektor industri (19%), 
sedangkan lebih dari 60% dari emisi karbon di Indonesia dihasilkan dari 
deforestasi dan lahan gambut.  
Tentu dengan besarnya sumbangsih degradasi hutan dan deforestasi 
terhadap kadar emisi gas rumah kaca merugikan seluruh umat manusia di dunia. 
Negara-negara pemilik tutupan hutan memiliki potensi untuk berperan aktif 
mencegah adanya emisi gas rumah kaca melalui program pelestarian hutan dan 
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kawasan lahan gambut yang kaya karbon.1 Indonesia sebagai salah satu negara 
yang memiliki kawasan hutan sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan 
tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar, 
dan lain sebagainya.  
Polusi karbon di Indonesia sudah disejajarkan dengan negara-negara maju 
seperti Amerika Serikat dan China hal ini disebabkan penebangan hutan di 
Indonesia termasuk yang cukup parah selain Pantai Gading, Gabon dan Filipina. 
Selain itu jumlah pelepasan karbon di Indonesia sudah masuk dalam kategori yang 
mengkhawatirkan. Faktor utama yang menyebabkan besarnya pelepasan karbon di 
Indonesia adalah kerusakan hutan lahan gambut.  
Sebagai contoh, Kalimantan tengah dengan luas lahan gambut sekitar 3 juta 
ha diperkirakan dapat menyimpan karbon setara 22 gigaton karbondioksida, bila 
lahan gambut itu dikonversi menjadi lahan pertanian dan lain sebagainya potensi 
lepasnya karbondioksida ke udara sangat besar. Kondisi yang sangat 
mengkhawatirkan ini membawa sebagian besar negara yang memiliki hutan tropis 
di dunia merasa perlu melakukan upaya untuk menghentikan pemanasan global 
sebagai akibat dari perubahan iklim tersebut.  
Negara-negara yang memiliki hutan tropis yang besar di dunia, termasuk 
Indonesia, mengusulkan skema untuk mengurangi laju deforestasi tersebut yaitu 
dengan upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing 
                                                             
1 Dian Agung Wicakson & Ananda Prima Yurista, 2013. Konservasi Hutan Partisipatif 
Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+). Vol. 
1, No. 2, hal. 190 
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Emission from Deforestation and Degradation/REDD). Skema ini mulai 
digulirkan pada Conference of the Parties (COP) Perubahan Iklim di Montreal, 
Kanada, tahun 2005 lalu. Pengusulnya adalah negara-negara berkembang yang 
memiliki hutan tropis di dunia. Antara lain Indonesia, Papua Nugini, Gabon, 
Columbia, Republic Congo, Brazil, Cameroon, Republic Demokratic Congo, 
Costa Rica, Mexico, dan Peru. Kesebelas negara ini memiliki 50 persen hutan 
tropis dunia. 2  
REDD+ berpotensi mengurangi emisi GRK dengan biaya rendah dan waktu 
yang singkat, dan pada saat bersamaan membantu mengurangi tingkat kemiskinan 
dan memungkinkan pembangunan berkelanjutan. REDD+ merupakan skema 
pengurangan emisi yang dapat mengakomodasikan berbagai jenis pengelolaan 
hutan dan lahan yang dalam konteks perundang-undangan kehutanan Indonesia 
dapat mencakup hutan lindung dan konservasi, hutan, hutan produksi, atau hutan 
konversi yang telah menjadi Area Penggunaan Lain Konsep REDD+ dan 
Implementasinya (non-hutan).  
REDD+ dianggap sebagai cara paling nyata, murah, cepat dan saling 
menguntungkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK); nyata karena 
seperlima dari emisi GRK berasal dari deforestasi dan degradasi hutan (DD); 
murah karena sebagian besar DD hanya menguntungkan secara marjinal sehingga 
pengurangan emisi GRK dari hutan akan lebih murah ketimbang alat atau 
instrumen mitigasi lainnya; cepat karena pengurangan yang besar pada emisi 
                                                             
2Iqbal Sani. 2016. Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Norwegia Dalam 
Kerangka Reducting Emission From Deforestation And Degrada-Tion (Redd) Tahun 2010. Vol 3. 
No. 1. Hal. 2-3 
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GRK dapat dicapai dengan melakukan reformasi kebijakan dan tindakan-tindakan 
lain yang tidak tergantung pada inovasi teknologi; saling menguntungkan karena 
berpotensi untuk menghasilkan pendapatan dalam jumlah besar dan perbaikan 
kepemerintahan dapat menguntungkan kaum miskin di negara-negara berkembang 
dan memberi manfaat lingkungan lain selain yang berkaitan dengan iklim. 3  
Norwegia merupakan salah satu negara maju yang mendukung penuh upaya 
pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penyelamatan hutan seperti 
yang direncanakan dalam skema REDD+. Komitmen Norwegia untuk 
menurunkan emisi dilakukan dengan rencana penurunan emisi 30 persen pada 
tahun 2020, terhitung dari level emisi pada tahun 1990.  
Langkah ini diawali ketika pada tahun 2007, Norwegia menjanjikan bantuan 
sebesar 500 juta USD, yang akan dibayar secara bertahap untuk mendukung 
program REDD di negara berkembang. Pada tahun 2008, Norwegia mewujudkan 
janji tersebut dengan mengaktifkan Norway’s International Climate and Forest 
Initiative (NICFI), yang bertugas untuk menanganani pengawasan, penilaian, 
pelaporan serta verifikasi deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara 
berkembang yang dibantu pendanaan program REDD-nya oleh Norwegia.  
Pembentukan NICFI dilakukan oleh Norwegian Agency for Development 
Cooperation (NORAD), yaitu bagian dari Kementrian Luar Negeri Norwegia 
yang bertanggung jawab untuk menjaga efisiensi bantuan luar negeri Norwegia. 
Norwegia menyalurkan pendanaan melalui beberapa institusi multilateral seperti 
                                                             
3 Nurtjahjawilasa, at, al , Konsep Redd+ Dan Implementasinya. Jakarta. The Nature Cons 
Ervancy Program Terestrial Indonesia, 2013, Hal 5-6 
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UN-REDD, Forest Carbon Partnership Facility yang dikelola oleh World Bank, 
dan Non-Governmental Organization (NGO) lingkungan di seluruh dunia. 
Norwegia juga menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara pemilik 
hutan hujan terbesar di dunia seperti Brazil, Indonesia, Meksiko, Kongo, 
Tanzania, Nepal, Mozambique dan Guyana dengan tujuan untuk berkontribusi 
dalam mempercepat pengurangan emisi GRK melalui sektor deforestasi.4 
Indonesia dan Norwegia sendiri telah menjalin hubungan bilateral selama 
lebih dari 60 tahun. Namun baru membentuk hubungan kerjasama dalam bidang 
lingkungan pada tahun 2007. Disini, Kalimantan Tengah dipilih menjadi hutan 
percontohan untuk program REDD+. Kalimantan Tengah pada bulan Desember 
Tahun 2010 terpilih sebagai provinsi percontohan untuk REDD+ sebagai bagian 
dari pelaksanaan Surat Niat yang ditandatangani bersama oleh Pemerintah 
Indonesia dengan Pemerintah Norwegia, yang mencakup juga komitmen untuk 
membayar 1 milyar USD kepada Indonesia jika berhasil mengurangi emisi di 
sektor kehutanan.  
Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa pemerintah harus membuat strategi 
nasional dan strategi provinsi untuk provinsi yang terpilih sebagai percontohan. 
Kalimantan Tengah menjadi fokus perhatian dalam konteks REDD+ terkait 
dengan stok karbon yang tinggi pada lahan gambut, namun sekaligus juga 
Kalimantan Tengah menjadi penghasil emisi terbesar akibat kebakaran hutan dan 
                                                             
4 Aiman Azhar Mahardy, et.al Kerjasama Norwegia dan Indonesia Mengurangi Emisi 
Gas Rumah Kaca Melalui Skema REDD. 2014. Vol.  XII, No. 1, hal 2-3 
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lahan dari cadangan yang tinggi tersebut.5 Dengan adanya hutan Kalimantan 
Tengah yang dijadikan percontohan ini membawa pengaruh yang signifikan untuk 
Indonesia dan Norwegia guna melancarkan program dari REDD+ ini. hal inilah 
yang kemudian membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul “Kerjasama 
Indonesia-Norwegia Dalam Konservasi Hutan Indonesia Melalui Kerangka 
Konsep Reducing Emission From Deforestation And Degradation (REDD+) 
Studi Kasus : Hutan Kalimantan Tengah” 
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah 
Krisis ekologi yang semakin kronis dan dampak perubahan iklim yang 
semakin nyata diberbagai daerah di Indonesia pada dasarnya memberikan sebuah 
peringatan dini mengenai petaka lebih parah yang sedang mengancam dalam 
dasawarsa terakhir. Kerusakan lingkungan khususnya akibat penebangan hutan 
dan penambangan sumberdaya alam yang dilakukan oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab, tidak hanya mengakibatkan dampak yang tidak terbalikkan, 
akan tetapi membuat masyarakat tercabut dari akarnya demi mempertahankan 
hidup dan peradabannya. 6 
Penulis membatasi kawasan Hutan yang akan diteliti adalah hutan 
Kalimantan Tengah. Hutan di Kalimantan tengah terbagi menjadi beberapa 
bagian. Yaitu, hutan produksi terbatas (3,3 juta hektar), hutan produksi tetap (3,8 
juta hektar), hutan produksi dapat dikonversi lahannya (2,5 juta hektar), hutan 
                                                             
5 Booklet draft Governor’s climte and forests take force, on line, 
http://www.gcftaskforce.org/documents/Kalteng%20-%20GCF%20Draft%20Booklet.pdf diakses 
tanggal 19 Desember 2016 
6Haskarlianus Pasang. Kajian Awal Dampak Kerusakan Lingkungan dan Perubahan 
Iklim di Indonesia. Vol 40, No. 4, hal 590 
7 
 
lindung (1,3 juta hektar), dan areal sebesar 2,7 juta hektar sisanya digunakan 
untuk hal lain.7  Kalimantan Tengah dipilih karena masih terdapat 15 juta hektar 
lahan yang 70 persen diantaranya masih berhutan dan kaya akan keanekaragaman 
hayati. Daerah ini telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang konsisten 
selama dekade terakhir. Namun, sebagian besar dari pertumbuhan ini berasal dari 
perluasan sektor pertanian dan pertambangan yang tidak lestari.8 
Selain itu juga hubungan yang terjadi antara Indonesia dan Norwegia yang 
telah berlangsung cukup lama, namun kerjasama lingkungan ini baru diadakan 
sejak tahun 2007. Salah satu bentuk komitmen kerja sama lingkungan hidup yang 
di jalankan oleh Indonesia dan Norwegia adalah pembentukan REDD+ pada tahun 
2010 dan menjadikan Kalimantan Tengah sebagai hutan percontohan. Penulis 
kembali membatasi masalah yang akan diteliti yakni antara tahun 2010 hingga 
2014. Hal ini dikarenakan program REDD+ ini menjadikan hutan Kalimantan 
Tengah sebagai hutan percontohan sejak tahun 2010. 
Penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini kedalam beberapa 
rumusan masalah dan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
a. Apa Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama Lingkungan Melalui 
Program Redd+ Di Kalimantan Tengah ? 
b. Apa Kepentingan Norwegia Melakukan Kerjasama Lingkungan Melalui 
Program Redd+ Di Kalimantan Tengah ? 
                                                             
7 Booklet draft Governor’s climte and forests take force, op. cit 
8 Yogita Tahilramani. 29 November 2012. Provinsi percontohan REDD+ Indonesia: 
bagaimana kemajuan setelah dua tahun? Diakses dari http://blog.cifor.org/12410/provinsi-




c. Bagaimana Implementasi Program REDD+ Yang Telah Dibentuk Kedua 
Negara Di Hutan Kalimantan Tengah ? 
C. Tujuan Penelitian 
a. Mengetahui kepentingan Indonesia melakukan kerjasama lingkungan 
melalui program REDD+ di Kalimantan Tengah 
b. Mengetahui kepentingan Norwegia melakukan kerjasama lingkungan 
melalui program REDD+ di Kalimantan Tengah 
c. Menjelaskan implementasi Program REDD+ yang telah dibentuk kedua 
negara di Hutan Kalimantan Tengah 
D. Manfaat Penelitian 
a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas serta 
akademisi ilmu hubungan internasional, baik dosen maupun mahasiswa 
terkait dengan masalah hubungan kerja sama antara dua negara, khususnya 
hubungan kerja sama bidang lingkungan hidup antara Indonesia dan 
Norwegia dalam program REDD+ terkait kepentingan kedua Negara dan 
bagaimana implementasi dari program REDD+ terhadap konservasi hutan 
di kalimantan Tengah. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi rujukan 
bagi penelitian-penelitian dengan topik terkait untuk kedepannya. 
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi aktor-aktor hubungan internasional, baik 
individu, negara maupun organisasi internasional dalam membangun 
sebuah konsep kerja sama utamanya dalam lingkungan yang saling 




E. Kerangka Konseptual  
1. Konsep Kerjasama Bilateral 
Dengan semakin meningkatnya hubungan antar negara dewasa ini, tentunya 
salah satu hubungan yang paling dasar tersebut adalah sebuah kerjasama yang 
dilakukan oleh negara satu dan yang lain, mengingat bahwa negara tidak bisa 
memenuhi kebutuhan nya sendiri sehingga tentu membutuhkan negara lain untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut.  
Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat 
yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini 
dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Tujuannya 
ditentukan oleh masing masing pihak yang terlibat di dalamnya dan juga bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negaranya. Kerjasama internasional ini 
dapat terbentuk karena kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, 
ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan 
keamanan.9  
Salah satu bentuk kerjasama Internasional adalah kerjasama antar negara 
yang bersifat bilateral, trilateral, maupun multilateral. Disini penulis membuat 
fokus pada kerjasama bilateral antara Indonesia dan Norwegia.  
Kerjasama ini juga memiliki banyak macamnya, dan tergantung 
dibidangnya. Kerjasama bisa berupa kerjasama bidang politik, ekonomi, sosial, 
lingkungan, ataupun kerjasama dibidang lainnya. Penulis juga membuat fokus 
kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam bidang lingkungan.  
                                                             
9Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani , 2006, Pengantar 
Hubungan Internasional, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal 23. 
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Menurut Joseph Greico kerjasama internasional hanya berlangsung jika ada 
kepentingan objektif dan oleh karena itu kerjasama akan berakhir jika kepentingan 
objektif ini berubah. Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks 
berbeda, kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi 
langsung diatara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi 
masalah yang sama secara bersamaan, bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan 
oleh negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.10 
Berdasarkan dari uraian konsep di atas tentunya kerjasama yang dilakukan 
oleh Indonesia dan Norwegia ini berdasarkan pada kepentingan kedua negara 
yang berdasarkan pada pelestarian lingkungan baik diantara kedua negara. 
Kerjasama ini tidak dapat dihindari karena adanya saling ketergantungan antara 
kedua negara. Indonesia dan Norwegia menyadari bahwa perubahan iklim 
semakin bertambah parah hingga saat ini. Indonesia pun berinisiatif untuk 
mengurangi dampak emisi karbon yang terjadi di hutan Indonesia dan Norwegia 
pun siap membantu Indonesia dengan  menjadi negara pendonor bagi Indonesia.  
 
2. Pendekatan Environmentalisme 
Berbicara mengenai masalah lingkungan hidup di dalam ilmu hubungan 
internasional, salah satu teori yang digunakan adalah Enviromentalisme. Isu-isu 
mengenai lingkungan sendiri, telah mendapat sorotan di masyarakat dunia sekitar 
tahun 1970-an, namun aspek lingkungan baru muncul pada studi Hubungan 
                                                             
10Joseph Greico. 1990. Cooperation Among  Nation , Europe, America & Nontariff 
Barriers to Trade, Ithaca, New York: Cornell University Press. 
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Internasional yang ditandai dengan diselenggarakannya konferensi PBB di Rio De 
Janeiro pada tahun 1992 dengan tema Global Warming. 
Pada dekade akhir abad ke 20, gerakan-gerakan environmentalism menjadi 
sebuah gerakan yang berkembang dengan cepat, perangkat transnasional yang 
paling efektif merubah pandangan dan peraturan lingkungan hidup di lingkup 
global. Untuk itu, gerakan environmentalism yang bersifat global dapat 
dimasukkan dalam salah satu counter hegemonic globalisasi. Batasan-batasan  itu 
dapat dilihat  dari keterlibatan gerakan ini dalam arena politik lingkungan.11  
Environmentalism awalnya merupakan sebuah gerakan advokasi untuk 
menuntut perubahan lingkungan seperti pengurangan dampak kerusakan 
lingkungan akibat ulah  manusia. Pemahaman tersebut lahir sebagai gerakan sosial 
yang muncul atas semakin terdegradasinya lingkungan hidup. Dalam 
perjalanannya, gerakan ini berperan untuk mengendalikan pelestarian dan 
perlindungan lingkungan. Gerakan ini biasa dijumpai dalam bentuk kegiatan 
restorasi/perbaikan lingkungan. Selain itu, environmentalism juga sebagai upaya 
untuk mengendalikan/menyeimbangkan kehidupan. Hal ini dikarenakan 
kehidupan manusia sangat bergantung dari alam.12 
Environmentalism mempercayai jika kesinambungan antara lingkungan dan 
manusia. Dalam hal ini, lingkungan sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia 
baik secara positif maupun negatif. Environmentalism sendiri tidak berusaha 
untuk memisahkan manusia dan alam. Dalam sistem perekonomian, pandangan 
                                                             
11 Adam Malik. Upaya Norwegia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global (Climate 
Change) Di Brazil. Vol 3, No. 3. 2015. 604 
12 Adriansyah Wijaya. Efektivitas Tripartite Environment Ministers Meeting (TEMM) 




ini mengkritisi atas eksploitasi sumberdaya dan tingkah laku manusia yang hanya 
memikirkan keuntungan dan mengabaikan faktor lingkungan. 
Fenomena modernitas dan globalisasi turut berperan dalam mencuatnya 
gerakan environmentalism. Semakin berkembangnya industri kapitalis yang 
membawa industrialisasi sehingga menyebabkan eksploitasi sumberdaya semakin 
tidak terkendali serta semakin banyaknya pembangunan pabrik-pabrik yang 
kurang memperhatikan faktor lingkungan, khususnya dalam hal pembuangan 
limbah. 
Masih minimnya kesadaraan manusia akan dampak dari kegiatan 
industrinya yang merusak lingkungan melahirkan green movement. Gerakan 
tersebut kemudian menjadi dasar munculnya Environmentalism yang menuntut 
tidak hanya kesadaran akan pentingnya lingkungan oleh individu, namun juga 
menuntut peran negara sebagai struktur yang ada.13 
Environmentalisme ini juga memiliki perbedaan dengan salah satu teori 
yang juga sama-sama mengurusi hal lingkungan, yakni Politik Hijau atau Green 
Politics. Hal yang membedakan adalah Politik Hijau atau Green politics menurut 
Dobson yang mempunyai penjelasan mengenai Politik hijau. Pertama penolakan 
penolakan atas antroposentrisme, seperti yang diuraikan oleh Eckersley. 
Selanjutnya argumentasi “pembatasan pertumbuhan” terhadap hakekat krisis 
lingkungan. Politik hijau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersifat 
                                                             
13 Ibid. Hal 28 
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eksponen yang berlansgung sepanjang dua abad terakhir ini merupakan penyebab 
utama krisis lingkungan yang ada sekarang ini.14  
Sedangkan Environmentalisme ini menerima struktur yang ada, oleh karena 
itu perhatian pada isu lingkungan ini diberikan melalui struktur yang ada. 
Pemikiran environmentalisme ini percaya bahwa struktur ataupun aktor seperti 
negara ikut berperan penting dalam permasalahan lingkungan. Oleh sebab itu 
muncullah protokol kyoto, dan United Nations Frameworks Conventions On 
Climate Change (UNFCCC).  
Environmentalisme meyakini bahwa negara mampu memberikan solusi 
pada permasalahan lingkungan yang telah terjadi. Environmentalisme juga tidak 
menuntut adanya ekosentrisme, atau kepentingan alam di atas manusia. Di sini, 
environmentalisme mencoba memberlakukan lingkungan seperti entitas yang 
setara dengan manusia, sehingga setiap keputusan yang diambil ataupun 
pembangunan yang dilakukan oleh manusia harus memperhatikan kepentingan 
dan kelangsungan lingkungan hidup. Salah satu cara agar dapat terwujudnya 
tujuan maupun kepentingan Negara tersebut, maka diperlukan adanya kejasama 
dengan Negara yang memiliki isu ataupun permasalahan yang serupa. Indonesia 
dan Norwegia pun tak luput dari situasi seperti ini.permasalahan lingkungan yang 
dialami Indonesia yang tak bisa diselesaikan sendiri, kemudian mendorong 
Norwegia untuk turut andil dalam penyelesaian masalah linkungan ini.  
 
 
                                                             




3. Konsep Rezim Internasional 
Rezim internasional merupakan salah satu bentuk dari kerjasama 
internasional yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip, tujuan, norma-norma yang 
sifatnya eksplisit maupun implisit actor-aktor didalamnya.  
Rezim Internasional lebih menekankan pada norma internasional dalam 
mengontrol perilaku para actor Negara, norma dalam hal ini dimaknai sebagai 
bentuk hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh actor internasional terkait akan 
sebuah isu. Hak dan kewajiban ini muncul melalui proses pengambilan keputusan 
oleh para actor yang terlibat. Lebih lanjut, rezim internasional memberikan 
peluang bagi semua actor untuk menyuarakan suara dan nilai yang mereka 
miliki.15  
John Ruggie mengatakan bahwa rezim internasional merupakan sekumpulan 
ekspektasi atau pengharapan bersama, peraturan, rencana, komitmen organisasi 
dan finansial yang telah diterima dan disepakati oleh sekelompok Negara. 
Kepentingan dalam rezim internasional muncul karena adanya ketidakpuasan 
dengan tatanan internasional, kewenangan, dan organisasi.16 Jadi, rezim 
internasional ini merupakan segala perilaku actor-aktor hubungan internasional 
yang  mengandung prinsip, norma dan aturan dan perilaku dari actor-aktor inilah 
yang kemudian menghasilkan kerjasama melalui institusi.  
Salah satu contoh dari Rezim Internasional yang berhubungan  dengan 
permasalahan lingkungan adalah protocol Kyoto. Protocol Kyoto ini muncul 
                                                             
15 Ibid, hal 26-27 
16 Dewi Sekar S, Linda, Dalam “Teori Rezim nternasional” dikutip dari http://linda-ds-
fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-75591-INTERNATIONAL%20REGIME-
TEORI%20REZIM%20INTERNASIONAL.html diakses pada tanggal 23 Feruari 2017 
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setelah adanya agenda untuk mengatasi permasalahan lingkungan pada tahun 
1992 dengan diadakannya earth summit di Rio de Jenairo yang kemudian 
menghasilkan konvensi perubahan iklim atau lebih dikenal dengan UNFCCC. 
Indonesia sendiri meratifikasi protocol Kyoto dengan undang-undang no.17 tahun 
1994 dimana pada protocol Kyoto ini menjelaskan peraturan yang berhubungan 
dengan reduksi emisi gas rumah kaca.  
Salah satu metode pengurangan emisi tersebut adalah Clean Development 
Mecchanism atau CDM dimana mekanisme ini melahirkan salah satu program 
yang melibatkan Negara berkembang didalamnya, yakni REDD+.  
Konsep rezim internasional ini kemudian digunakan untuk mengetahui 
mekanisme dari REDD+ yang merupakan salah satu mekanisme yang dibuat dan 
dikhususkan menangani permasalahan kerusakan lingkungan hidup terutama yang 
diakibatkan oleh degradasi dan deforestasi hutan. Selain itu juga menangani 
permasalahan perubahan iklim dan pemanasan global.  
 
F. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskiptif-Analitik, yaitu 
penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai 
argumen yang relevan secara deskriptif. Kemudian, hasil uraian tersebut 





2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menelaah sejumlah literatur yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, artikel, dokumen dari berbagai 
media baik elektronik maupun non elektronik.  
Adapun bahan-bahan tersebut diperoleh melalui : 
a. Perpustakaan Universitas Hasanuddin 
b. Perpustakaan Umum Universitas Indonesia di Depok 
c. Perpustakaan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di 
Jakarta 
d. Perpustakaan CSIS (Center for Strategic and International Studies) 
di Jakarta 
e. Perpustakaan Ali Alatas Di Jakarta 
f. Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta 
3. Jenis Data 
a. Data Primer 
Data Primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh penulis dari 
lapangan. Data primer ini berasal dari informan maupun narasumber. Biasanya 
data yang diperoleh dari data primer ini melalui teknik wawancara. 
b. Data Sekunder 
Data ini di dapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, 
website, video, surat kabar, majalah dan berbagai data terkait lainnya. Data yang 
dibutuhkan oleh penulis yakni terkait dengan hubungan kerjasama Indonesia dan 
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Norwegia dalam program REDD+ khususnya di Hutan kalimantan Tengah, 
kemudian kepentingan kedua Negara dalam melakukan kerjasama kedua negara 
ini khususnya dalam program REDD+ serta bagaimana implementasi dari 
Program REDD+ itu sendiri serta data lain yang berhubungan dengan masalah 
penelitian. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis secara kualitatif 
namun tidak mengabaikan data-data kuantitatif, dimana data kuantitatif digunakan 
sebagai pelangkap atau pendukung analisis kualitatif. Untuk menganalisis 
permasalahan yang ada penulis akan menghubungkan fakta-fakta yang ada dengan 
fakta-fakta relevan lainnya sehingga akan menghasilkan argument yang tepat.  
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, 
dimana penulis menggambarkan fakta-fakta secara umum ke hal-hal yang khusus 





HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN NORWEGIA DAN 
PROGRAM REDUCING EMISSION FROM DEGRADATION AND  
DEFORESTATION (REDD+) SERTA KONDISI HUTAN 
KALIMANTAN TENGAH 
 
A.  Hubungan Kerjasama Indonesia dan Norwegia 
1. Profil Negara Indonesia 














(Sumber: Welt Atlas Indonesia, Diakses melalui https://www.welt-atlas.de/map_of_indonesia_6-
172 pada tanggal 1 Mei 2017) 
 
Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar didunia dengan 
jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau yang dikelilingi oleh perairan yang luas 
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hingga lebih dari 200 mil dari pesisir. Secara astronomis Negara Indonesia 
terletak pada garis bujur diantara 95° Bujur Timur yang terletak di Sabang sampai 
141° Bujur Timur yang terletak di Merauke. Kemudian terletak garis lintang 
antara 6° Lintang Utara tepatnya di pulau We, sampai 11°  Lintang Selatan 
tepatnya di Pulau Rote. 44 Total luas wilayah Negara Indonesia adalah sekitar 
1.904.569 Km2 dengan 5 pulau besar di Negara ini yakni Sumatera, Jawa, 
Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada 
tanggal 17 Agustus 1945.  
Dengan system Pemerintahan berupa Republik Presidensial, dan saat ini 
Indonesia dipimpin oleh Presiden Ir. Joko Widodo dan wakil Presiden Drs. H. 
Muhammad Jusuf Kalla. Bahasa Resmi Negara Indonesia adalah Bahasa 
Indonesia dengan mata uang Rupiah. Jumlah populasi Indoenesia terhitung pada 
tahun 2015 sekitar 255.461.700 Juta jiwa.45 
Selain sebagai Negara kepulauan yang memiliki kawasan perairan yang 
luas, Indonesia juga dikenal memiliki kawasan hutan tropis terbesar di dunia. 
Namun dikarenakan kekayaan yang terdapat di dalam hutan tropis yang memilii 
keanekaragaman hayati yang tinggi serta kekayaan lain yang sarat akan manfaat 
hingga yang masih berupa rahasia alam akan menjadikannya sangat rentan 
terhadap kerusakan. Hal ini tidak lain dikarenakan oleh kegiatan yang dilakukan 
oleh manusia dalam memanfaatkan hutan dan tidak memikirkan dampak yang aan 
                                                             
44 Indriyani, Profil Negara Indonesia lengkap, diakses  melalui https://portal-
ilmu.com/negara-indonesia/ diakses tanggal 1 Mei 2017 
45 Index Mundi, Indonesia, diakses melalui 
http://www.indexmundi.com/indonesia/#Geography diakses  tanggal 1 Mei 2017 
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ditimbulkan apabila kegiatan eksploitasi dan konversi hutan baik untuk 
perkebunan skala besar ataupun sebagainya.46   
2. Profil Negara Norwegia 












(Sumber : World Atlas, Norway, diakses 
melalui http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/no.htm tanggal 1 
Mei 2017) 
 
Norwegia adalah salah satu Negara skandanavia yang berada di Eropa 
Utara. Norwegia menempati bagian barat dan utara semenanjung Skandanavia, 
yang dibagi dengan Swedia. Denmark, dan Negara Skandanavia lainnya. Sebagian 
besar wilayah Norwegia ini berbatasan dengan Swedia dan Finlandia. Norwegia 
memiliki system pemerintahan Monarki Konstitusional yang di pimpin oleh 
                                                             
46 Berry Nahdian Forqan, 2009, Hutan Indonesia Diantara Pertarungan Global, Vol. 1, 
No.3, Hal. 59 
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seorang raja bernama Harold V dan perdana Menteri Erna Solberg. Ibukota 
Norwegia adalah Oslo. Total luas wilayah Norwegia adalah 385.178Km2 dengan 
bahasa resmi Norwegia. Mata uang Norwegia sendiri adalah Norwegian Krone 
(NOK). Beradasarkan tahun 2016, populasi di negra ini sekitar 5.214.900 juta 
jiwa.P46F47 
Norwegia merupakan Negara industry yang banyak mengalami 
perkembangan dengan model ekonomi terbuka dan berorientasi pada kegiatan 
ekspor. Terdaftar sebagai salah satu Negara terkaya didunia, Norwegia juga 
menduduki peringkat tinggi dalam hal standar hidup, usia rata-rata, standar 
kesehatan secara umum dan standar perumahan.  
Norwegia juga merupakan salah satu Negara yang aktif dalam permasalahan 
lingkungan yang kini tngah terjadi di dunia internasional. Norwegia turut berperan 
aktif dan peduli terhadap persoalan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan ibu Nita Irawati Murjani selaku Penasihat Kehutanan dan Perubahan Iklim 
di Jakarta pada Januari 2017, Norwegia ini merupakan salah satu contoh yang 
baik bagi Negara lain agar lebih memperhatiakn lingkungan. Hal ini dikarenakan 
Norwegia sendiri telah mengalami permasalahan lingkungan pada masa lampau. 
Selain itu juga Norwegia menyadari bahwa ketiadaan hutan merupakan salah satu 
bencana yang besar bagi negaranya.  
 
 
                                                             





3. Hubungan Kerjasama Indonesia dan Norwegia 
Hubungan Diplomatik antara Republik Indonesia dan Norwegia sudah 
dimulai sejak 25 Januari 1950, dimana Norwegia secara resmi membuka kantor 
kedutaan besar di Jakarta pada tanggal 27 April 1971 dan pembukaan kantor 
perwakilan Indonesia di Oslo pada tahun 1981. Hubungan bilateral Indonesia dan 
Norwegia sudah terjalin kurang lebih 60 tahun.48  
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua Negara mengalami 
peningkatan yang signifikan. Berikut beberapa kerjasama antara pemerintah 
Indonesia dan Norwegia, menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia : 
 
a. Kerjasama Politik 
Kian eratnya hubungan bilateral RI- Norwegia antara lain ditunjukkan oleh 
kunjungan Presiden RI ke Norwegia pada tanggal 12-14 September 2006 serta 
kunjungan balasan PM Norwegia ke Indonesia pada 28-30 Maret 2007. Pada 
tanggal 26-28 Mei 2010 Presiden RI mengadakan kunjungan kerja ke Norwegia 
dalam rangka menjadi Co-Chair bersama-sama PM Norwegia Jens Stoltenberg 
pada Konferensi Iklim dan Hutan Oslo 2010. Selanjutnya, Menlu Norwegia 
berkunjung ke Indonesia pada tanggal 6-8 November 2010 dan bersama Menlu RI 
telah menandatangani Join Declaration on Cooperation Towards a Dynamic 
                                                             
48 pengantar Duta Besar, dalam http://eprints.upnyk.ac.id/3421/5/Resume%20Sripsi.pdf 
di akses pada tanggal 24 Februari 2017 
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Partnership in the 21st Century yang memfokuskan kerjasama kedua Negara di 
bidang HAM, lingkungan hidup, kehutanan, energy, kelautan dan perikanan. 
b. Kerjasama Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi 
Kerjasama ekonomi yang cukup menonjol adalah kerjasama di bidang 
energy dan kelautan serta perikanan. Di bidang energy, Indonesia dan Norwegia 
memiliki forum konsultasi bilateral bidang energy yang diadakan sejak tahun 
1995. Konsultasi energy tahun 2011 akan diadakan di Yogyakarta, tanggal 6-7 
Oktober 2011. Sementara itu, dibidang perikanan dan kelautan, Indonesia dan 
Norwegia telah menjalin kerjasama khususnya pengembangan kapasitas dalam hal 
perikanan dan aquaculture dengan nilai hibah sebesar NOK . 5.200.000 untuk 
membiayai proyek multi tahun 2009-2012. 
Nilai total perdagangan kedua Negara cenderung meningkat dari tahun ke 
tahun dan pada tahun 2010 mencapai USD 353,79 juta. Komoditas ekspor 
Indonesia adalah pakaian jadi, alas kaki, dan furniture, alat-alat komunikasi, alat-
alat optic, dan rempah-rempah. Di bidang investasi, Norwegia telah menanamkan 
modal di Indonesia dalam bidang perikanan, industry kertas, industry kimia dasar, 
industry logam dasar, konstruksi, perdagangan dan reparasi, pengangkutan, 
gudang dan komunikasi, dan real estate.  
 
c. Kerjasama Sosial-Budaya dan Pendidikan 
Kerjasama social budaya RI-Norwegia antara lain diwujudkan melalui 
penyelenggaraan Global Inter-Media (GIMD) yang disponsori kedua Negara. 
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GIMD I berlangsung di Bali, 1-2 September 2006; GIMD II di Oslo, 4-5 Juni 
2007; dan GIMD III di Bali, 7-8 Mei 2008. Pasca GIMD III, kegiatan selanjutnya 
dialihkan kepada pada jurnalis dan insan media sendiri dalam menentukan 
langkah kedepan. Untuk bidang pendidikan, terdapat program-program pra-
universitas selama satu semester (empat belas minggu) berupa kunjungan ke Bali 
guna mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali. Sesuai catatan 
KBRI Oslo, jumlah mahasiswa Norwegia yang belajar di Bali elama tahun 2010 
sebanyak 1285 orang, tahun 2009 – 986 orang, tahun 2008 – 521 orang, dan tahun 
2007 – 283 orang.49   
Selain itu, kedua Negara juga mengembangkan kemitraan dalam isu-isu 
internasional dalam Seven Nations Initiative (7NI) dibidang nuclear non-
proliferation, upaya pencapaian Millenium Development Goals 4 dan 5 
(mencegah kematian anak dan ibu melahirkan) yang dikemas dalam keanggotaan 
“Sherpa Groups”, menjadi Co-Host dalam inter-media dialogue, serta kemitraan 
dalam inisiative health and foreign policy. 50 
Dalam pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat tahun 2009, Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan komitmen untuk mengurangi emisi 
                                                             
49 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Profil Negara dan Kerjasama 
Norwegia, http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=62 diakses 
tanggal 8 Maret 2017 
50 Nadhea Lady, Kerjasama Indonesia-Norwegia Melalui Skema Reducing Emissions 
From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Dalam Upaya Penyelamatan Hutan 
Indonesia, Hal. 10 
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Indonesia hingga 26% pada tahun 2020 dan 41% jika mendapat dukungan 
internasional.51 
Presiden Yudhoyono memperlihatkan kemauan dan potensi kepemimpinan 
untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Penetapan target absolut ini 
langsung disambut oleh Negara-negara lain. Norwegia menjadi Negara terdepan 
yang menunjukan apresiasinya dan menyatakan ingin membantu upaya 
Pemerintah Indonesia mencapai komitmen tersebut. Kedua Negara membawa 
hubungan bilateral diantara keduanya ke tingkat yang lebih baik lagi. Dalam 
rangka menyambut janji presiden Yudhoyono dalam pertemuan G-20 di 
Pittsburgh, Norwegia kemudian menjanjikan akan memberi dana sebesar 1 miliar 
USD bagi upaya mengurangi emisi gas dan penggundulan hutan di Indonesia 
dalam kerangka REDD+.  
Norwegia mendukung penuh  upaya Negara-negara dengan kawasan hutan-
hutan tropis besar seperti Indonesia untuk menurunkan laju emisinya. Karena 
Norwegia berpendapat bahwa hutan memiliki peran yang sangat signifikan untuk 
mencegah laju perubahan iklim.52 
Sebagai Negara industry yang termasuk ke dalam Negara annex 1 pada 
protocol Kyoto, Norwegia memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi karbon 
dalam negerinya, terutama karena tingkat energy fosil, industrialiasi, dan 
transportasi yang sangat tinggi. Terkait dengan ketidakmampuan Norwegia untuk 
                                                             
51 “RI-Norwegia Sepakati REDD+ 1 Milyar Dollar,” dalam  Dwi Monica Aprilia. Faktor-
Faktor Penghambat Implementasi Kerjasama Indonesia Dan Norwegia Dalam Skema Redd+ Di 




menurunkan emisi karbon, maka salah satu jalan adalah memberikan hibah 
insentif kepada Negara berkembang pemilik hutan. Pemberian hibah ini sejalan 
dengan kesepakatan COP. Indonesia merupakan salah satu Negara di duni yang 
memiliki kekayaan biologi yang sangat beragam,dengan hutan tropis yang 
memainkan peran penting dalam iklim global. Tujuan dari kerjasama lingkungan 
ini adalah untuk menghasilkan rencana kerja untuk manajemen lingkungan dan 
sumber daya alam yang menggunakan pendekatan ekosistem.  
Pada tanggal 26 Mei 2010, disahkanlah Letter Of Intent (LoI) antara 
pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Norwegia yang ditandatangani 
oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Lingkungan 
Hidup Norwegia Erik Solheim, yang turut disaksikan oleh Kepala Pemerintahan 
Kedua Negara, yakni Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 
dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg di Gedung Government Guest 
House, Oslo, Norwegia.53  
Poin-poin utama yang termaktub dalam LoI adalah : 
1) Tujuannya adalah untuk turut menyumbang terhadap pengurangan emisi 
gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan, dan pengubahan lahan 
gambut secara signifikan melalui dialog kebijakan dan pengembangan 
serta implementasi strategi REDD di Indonesia.  
2) Kesepakatan disesuaikan secara khusus dengan UNFCCC dan Kerjasama 
REDD+ 
                                                             
53 Nadhea Lady, Loc.Cit 
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3) Pemangku kepentingan harus mempunyai kesempatan partisipasi secara 
penuh dan efektif 
4) LoI tetap berlaku secara efektif sampai tahun 2016, dan akan secara 
otomatis diperbaharui untuk periode empat tahun setelahnya kecuali salah 
satu pihak mengundurkan diri. 
Kemitraan ini membayangkan suatu pendekatan bertahap, dengan dua fase 
pertama yang akan diselesaikan dalam 3-4 tahun, dan fase terakhir dimulai sejak 
review independen. Jadwal waktu dan kegiatan-kegiatan spesifik berasal dari apa 
yang dikemukakan oleh Kementerian Kehutanan,54 dan bukan dari LoI :  
Fase I ( sampai Desember 2010 ) akan mencakup : 
a) Penyelesaian strategi REDD nasional (November 2010) 
b) Pembentukan suatu badan yang akan mengkoordinir pengembangan dan 
implementasi REDD+ (Agustus 2010) 
c) Strategi dan kerangka kerja untuk suatu badan nasional MRV yang 
independen (Oktober 2010) 
d) Perancangan instrument pendanaan untuk REDD+ dan pengembangan 
strategi implementasi (November 2010) 
e) Penyeleksian suatu provinsi untuk percontohan REDD se-provinsi dan 
pengembangan suatu strategi untuk percontohan tersebut (November 
2010) 
Fase II  ( Januari 2011 – Desember 2013 ) yang akan mencakup : 
                                                             
54 Ministry Of Forestry of the Repblic of Indonesia (2010), Letter Of Intent (LoI) Antara 
Pemerintah Republik Indonesia ddengan Pemerintah Norwegia. Powerpoint Presentation 
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a) Peningkatan kapasitas tingkat nasional (termasuk beroperasinya system 
pendanaan (January 2011), system MRV ke IPCC tingkat 3 (Desember 
2013). System MRV ini merupakan system yang mengukur, melaporkan, 
dan memverifikasi pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari 
kinerja REDD+ yang sifatnya berkala, tepat, akurat, menyeluruh, 
konsisten, dan transparan. Namun system ini baru akan diterapkan ketika 
fase ini berakhir. 
b) Satu atau lebih percontohan tingkat provinsi termasuk keterlibatan 
pemangku kepentingan, impelementasi strategi se-provinsi, suatu system 
MRV se-provinsi (Desember 2011), dan langkah-langkah untuk 
membahas konflik tenurial lahan dan klaim ganti rugi (Januari 2011) 
Fase III (2014-2016) akan berdasarkan pada fase II dan menuju pembayaran yang 
berdasarkan pengurangan emisi yang tersertifikasi.55 
Pada saat fase-fase ini berakhir, mulailah perhitungan jumlah emisi karbon 
sebagai dasar dari pemberian hibah insentif dari Negara maju, yang dalam hal ini 
Norwegia. Sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) ini merupakan 
salah satu komponen penting dalam keberhasilan kinerja REDD+ ini. kegiatan 
monitoring yaitu proses koleksi datadan penyediaan data. Data ini sendiri 
merupakan data yang diperoleh dari pengukuran lapangan. Kemudian ada 
reporting yaitu proses pelaporan secara formal hasil dari kegiatan yang dilakukan 
dilapangan, hasil ini kemudian diberikan pada pihak UNFCCC, dan yang terakhir 
                                                             
55 Peter Wood, 2010, Studi Pendahuluan atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) Donor-




adalah verification yang berarti proses verifikasi formal terhadap laporan-laporan 
hasil.  
 Setelah semua fase terlewati, maka Norwegia pun akan memberikan dana 
hibah yang telah disepakatai bersama oleh Indonesia yakni sebesar 1 miliar USD, 
yang tentu saja diberikan pada Indonesia ketika Indonesia benar-benar berhasil 
menurunkan emisi gas rumah kacanya sesuai dengan perjanjian dalam Letter Of 
Intent yang telah disepakati bersama Norwegia. 
 
B. Program Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation 
(REDD+) 
1. Latar Belakang Terbentuknya Program Reducing Emission From 
Deforestation and Forest Degradation (REDD+) 
KTT Bumi merupakan salah satu konferensi utama PBB yang diadakan di 
Rio De Janeiro, Brazil, 3 Juni sampai 14 Juni 1992. Pada pertemuan tersebut, 
dirumuskanlah 5 dokumen, antara lain : 
a. Deklarasi Rio, 
b. Konvensi Acuan tentang Perubahan Iklim 
c. Konvensi Keanekaragaman Hayati 
d. Prinsip-prinsip Pengelelolaan hutan, 
e. Agenda 21.56 
                                                             
56 Nadhea Lady, Op.Cit hal. 74 
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Konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim atau United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan kesepakatan 
dari KTT Bumi. UNFCCC ini merupakan sebuah kesepakatan yang diterima 
secara universal yang focus kepada permasalahan lingkungan hidup khususnya 
mengenai perubahan iklim.  
UNFCCC ini ditandangani pada tanggal 9 Mei 1992 di New York dan mulai 
berlaku pada tanggal 21 Maret 1994. Hingga saat ini, terhitung sebanyak 197 
negara yang telah meraifikasi konvensi ini, termasuk Indonesia.57 Dalam 
perumusannya, UNFCCC membagi Negara-negara menjadi tiga kelompok utama 
sesuai dengan komitmennya yang berbeda, yaitu Negara-negara Annex I, Annex 
II, dan Non-Annex I.58 Negara-negara Annex I  meliputi Negara-negara industry 
yang merupakan anggota dari Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) pada tahun 1992, termasuk Negara-negara dengan ekonomi 
transisi (economies in transition/ EIT).  
Negara-negara yang tergabung didalam Annex I ini merupakan Negara yang 
mengeluarkan emisi gas rumah kaca paling besar secara historis. Kelompok 
Annex I merupakan Negara yang memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi di 
bawah UNFCCC. Negara-negara Annex II sendiri terdiri dari anggota OECD 
yang terdapat di dalam Annex I, tetapi tidak meliputi kelompok Negara-negara 
EIT. Kelompok Annex II berperan dalam menyediakan sumber finansial untuk 
                                                             
57 UNFCCC,  
First steps to a safer future: Introducing The United Nations Framework Convention on Climate 
Change, https://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php  diakses tanggal 12 
Maret 2017 
58 UNFCCC, Parties & Observers, 
https://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php diakses tanggal 12 Maret 2017 
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memungkinkan Negara-negara berkembang melaksanakan kegitan pengurangan 
emisi menurut UNFCCC dan membantu mereka beradaptasi terhadap dampak 
buruk bagi perubahan iklim.59  
Selain itu juga Negara-negara yang tergabung dalam Annex II harus 
mengambil “langkah-langkah praktis” untuk mendorong perkembangan dan 
pengalihan teknologi ramah lingkungan kepada Negara-negara berkembang dan 
sesama EIT. Kelompok Non-Annex I sendiri merupakan Negara-negara 
berkembang dan mereka juga tidak memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi 
gas rumah kaca dalam UNFCCC. Dalam kelompok Non-Annex I ini terdapat pula 
Negara-negara yang dikategorikan sebagai Negara industry baru, contohnya 
Korea Selatan, Cina, Meksiko, dan Afrika Selatan. Selain tiga kelompok yang 
telah disebutkan diatas, terdapat pula 49 Negara yang diklasifikasikan sebagai 
Negara-negara paling tidak berkembang (at least developed country/ LDCs). 
Mereka diberi pertimbangan khusus dalam UNFCCC sehubungan dengan 
terbatasnya kapasitas mereka dalam menanggapi perubahan iklim dan 
kemampuan adaptasi dalam menghadapi dampak buruknya.60  
Setiap tahun, Negara anggota UNFCCC mengadakan Coference of the 
Parties (COP) sebagai badan tertinggi dari konvensi ini. COP bertugas meninjau 
penerapan dari UNFCCC dan segala instrument hokum terkait yang dapat mereka 
adopsi dan buat untuk mempromosikan penerapan yang efektif dari konvensi 
tersebut. Pada tanggal11 Desember 1997 di Kyoto, Jepang, ditandatangani Kyoto 
Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change 





(Kyoto Protocol) sebagai suatu perjanjian internasional di bawah UNFCCC. 
Kyoto Protocol ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005 setelah 
diratifikasi oleh Negara-negara Annex I yang menggenapkan keseluruhan 
kewajiban pengurangan emisi hingga minimal 55%. Peraturan ini 
mengoperasionalkan UNFCCC, ia membuat Negara-negara Annex I berkomitmen 
terhadap stabilisasi dari emisi gas rumah kaca, sementara UNFCCC sendiri hanya 
mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut.  
Berdasarkan prinsip common but differential responsibilities, Protokol 
Kyoto tidak membebankan kewajiban apa-apa kepada Negara berkembang. 
Sedangkan Negara maju dan Negara yang ekonominya dalam masa transisi61 
diharuskan untuk membatasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca sampai pada 
jumlah tertentu.  
Artikel 3 protokol Kyoto meminta semua Negara maju yang tertera pada 
Annex B Protokol Kyoto62 melakukan pengurangan secara berbeda-beda atas 
enam gas dalam satu paket dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan 
2012. Adapun enam gas tersebut adalah CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, dan SF6. 
Pengurangan emisi didasarkan pada tahun tertentu atau disebut jug base year 
yakni tahun 1990 atau 1995. 1990 adalah base year untuk karbon dioksida, metan 
dan nitrogen oksida. 1995 adalah base year untuk tiga gas lainnya yaitu 
hydrifluorocarbons, perfluorocarbons dan hexafluoride.  
                                                             
61 Dalam Annex I, konvensi perubahan iklim  tercatat 10 negara yang termasuk dalam 
kelompok Negara yang ekonominya dalam Transisi. Tetapi pada Annex B Protokol Kyoto terdapat 
13 negara.  
62 Negara-negara Annex B adalah semua Negara anggota Annex I konvensi Perubahan 
Iklim kecuali Turki dan Belarus. 
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Pengurangan secara berbeda-beda yang dimaksudkan diatas adalah bahwa 
target pengurangan untuk masing-masing Negara maju tidak disamaratakan. 
Misalnya Negara-negara Eropa bersatu (European Union) diminta untuk 
mengurangi emisinya sebesar 8%, Amerika Serikat sebanyak 7%, Jepang dan 
Kanada sebanyak 6%, Croasia sebanyak 5%. Disamping itu juga, terdapat 
beberapa Negara maju lainnya diizinkan utuk meningkatkan kuantitas emisinya 
dari base year. Islandia diberi izin kenaikan sebanyak 10% Australia sebanyak 8% 
serta Norwegia sebanyak 1%. 63 
 Berikut  ini Negara-negara yang tergabung dalam Negara Annex I dan juga 
merupakan Negara Annex B berdasarkan komitmen pertama pada Protokol Kyoto 
Tabel 3.1 Negara Annex B Protokol Kyoto dan target pengurangan 
emisi pada periode komitmen pertama 
Country Target 1990-2008/2012 
EU-15, Bulgaria, Czech Republic, 
Estonia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 
Monaco, Romania, Slovakia, 
Slovenia,Switzerland 
-8% 
United States -7% 
Canada, Hungary, Japan, Poland -6% 
Croatia -5% 
                                                             
63 Sukanda Husain, 2016,  Hukum Internasional dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim, 
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 62-63 
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(Sumber : UNFCCC, Kyoto 
Protocol, https://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3145.php diakses tanggal 13 Maret 
2017) 
Berdasarkan table di atas, 15 negara anggota dari uni eropa yang 
mengadopsi Kyoto protocol pada tahun 1997, mengambil target 8% dari 
pengurangan emisi dan akan didistribusikan ke dalam Negara-negara anggota uni 
eropa tersebut. Sehingga Negara-negara anggota uni eropa ini dapat mengurangi 
cukup besar emisi dari gas rumah kaca, sementara Negara lain bisa meningkatkan 
emisinya. Di sisi lain, Amerika Serikat masih belum berniat untuk meratifikasi 
Kyoto Protokol. 
Protokol Kyoto tidak hanya mengharuskan pengurangan emisi gas rumah 
kaca secara individual tetapi juga membenarkan pengurangan emisi dengan tiga 
cara lain, yaitu : carbon sinks, bubbling scheme, dan flexibility mechanism.64 
Mungkin aspek yang paling unik dan kontroversial dari protocol Kyoto 
adalah dimasukkannya market-based mechanism atau mekanisme berdasarkan 
pasar, (mekanisme pasar) untuk mencapai kepatuhan terhadap target pengurangan 
emisi. Melaui perdagangan atau pertukaran target emisi pengurangan emisi 




(emission reduction target) antara sesama negara anggota dengan biaya lebih 
murah. 
Ada tiga cara yang dipakai untuk melaksanakan mekanisme pasar (market-




1. Emission Trading 
Perdagangan emisi adalah dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana 
suatu Negara terbentur dengan biaya tinggi dan menemui kesulitan dalam 
mencapai assigned amount permulaannya. Oleh karena itu, Negara tersebut dapat 
memperdagangkannya dengan Negara lain yang bersedia dan mampu melakukan 
upaya pengurangan tentunya dengan biaya yang lebih murah bila dilakukan 
sendiri.65  
Artikel 17 Protokol Kyoto mengizinkan Negara peserta Annex B untuk 
memperdagangkan emisi dalam sebagaimana diwajibkan oleh Artikel 3 Protokol. 
Tetapi perdagangan tidak boleh dilakukan dengan Negara Non-Annex B atau 
Negara berkembang karena Negara Non-Annex B tidak memiliki kewajiban yang 
mengikat sebagaimana tercantum dalam Artikel 3.66  
                                                             
65 Ibid, hal . 141 
66 V.Vitriya, Wardi,dan Ferdika, 2015, Himpunan Lengkap Undang-undang Tentang 
Lingkungan Hidup, Jakarta, Saufa., hal. 58 
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Mekanisme emission trading ini tidak mudah diterapkan karena beberapa alasan. 
Pertama, Mekanisme ini terbatas pada penjualan surplus pengurangan emisi, yang 
diperoleh bila suatu Negara mengurangi emisinya, yang diperoleh bila suatu 
Negara mengurangi emisinya di bawah level komitmennya atau membiayai 
proyek-proyek tertentu, di Negara maju lainnya. Tetapi, artikel 17 tidak mengatur 
tentang system, aturan, atau guideline untuk penilaian emission Reduction Unit 
(ERU). Kedua, emission trading haruslah merupakan aksi supplemental dari aksi 
domestic. Tapi protocol Kyoto memberikan definisi supplemental itu sendiri. 
Namun ini dapat dipastikan bahwa emission trading dengan Negara lain hanya 
bisa dilakukan apabila usaha nasional menunjukkan adanya kendala terutama 
ekonomi.67  
2. Joint Implementation (JI) 
Konsep asli JI berasal dari pandangan yang dikemukakan oleh McKinskey 
& CO pada The Ministrial on Athmospheric Pollution on Climate Change yang 
diadakan di Noordwijk, Belanda pada Bulan November 1989. Berdasarkan konsep 
tersebut, JI harus dilaksanakan dengan pendekatan dua sisi; efektivitas dan 
efisiensi. Pada fase pertama JI secara primer merupakan aksi domestic untuk 
pengurangan emisi. Kata kuncinya disini adalah efektivitas. Oleh karena itu, 
tindakan domestic Negara anggota dievaluasi untuk menentukan biaya 
pengurangan selanjutnya. Pada fase kedua, penekanan dipindahkan kepada 
langkah untuk menjalankan JI dan kata kuncinya adalah efisiensi. 68 
                                                             
67 Sukanda Husin, Op.Cit, Hal 66-67 
68 Ibid, hal  67 
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JI merupakan cara untuk mengurangi emisi secara bersama-sama antar 
Negara Annex I. Article 6 Kyoto Protocol membolehkan setiap pihak 
memindahkan kepada atau memperoleh dari pihak Annex I lain Emission 
Reduction Unit (ERU) sebagai konsekuensi dari proyek-proyek yang telah 
dilakukan. Proyek-proyek tersebut merupakan proyek pengurangan emisi 
anthropogenic pada sumbernya atau melalui penggunaan sinks. ada 4 kualifikasi 
yang harus dipenuhi sebelum proyek dilaksanakan : 
1. Proyek tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak yang terlibat. 
2. Proyek tersebut mengurangi emisi yang diperkirakan akan terjadi atau 
tidak akan mampu dikurangi oleh Negara sumber. 
3. Proyek tersebut tidak akan memperoleh ERU jika dia tidak memenuhi 
kewajiban pasal 5 dan 7; dan 
4. Proyek yang dimaksud hanya merupakan supplemental terhadap aksi 
domestic. 
3. Clean Development Mechanism (CDM) 
Clean Development Mechanism diatur dalam pasal 12 Kyoto Protocol. Di 
dalam pasal ini menyatakan bahwa tujualn dari Clean Development Mechanism 
ini adalah untuk membantu para pihak yang tidak termasuk dalam Negara Annex I 
dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi untuk mencapai 
tujuan akhir konvensi, dan untuk membantu para pihak yang termasuk dalam 
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Negara Annex I untuk mencapai penataan komitmen pembatasan dna penurunan 
jumlah emisi pada pasal 3.69  
Clean Development Mechanism dimasukkan ke dalam Protokol Kyoto atas 
permintaan Amerika Serikat dan ini merupakan kejutan Kyoto terbesar (Kyoto’s 
biggest surprise). CDM dirancang untuk 3 kepentingan : pertama, CDM 
membantu Negara berkembang untuk mencapai kepentingan pembangunan 
berkelanjutan; kedua, CDM menyumbang untuk pencapaian tujuan akhir 
konvensi; ketiga, CDM membantu Negara maju untuk mencapai pelaksanaan 
kewajiban membatasi dan mengurangi emisi secara kuantitatif (quantified 
emission limitation and reduction commitments) sebagaimana diatur dalam artikel 
3 protokol Kyoto. Oleh karena itu, mekanisme ini diyakini akan menciptakan win-
win situation.  
Program CDM mememungkinkan pemerintah dan pihak swasta 
melaksanakan kegiatan pengurangan emisi di Negara-negara berkembang untuk 
memperoeh Certified Emission Reduction Units (CERUs) sebagai 
imbalannya.CERUs dapat dipergunakan untuk membantu kepatuhan terhadap 
sebagian kewajiban Negara-negara maju dalam membatasi dan mengurangi emisi 
mereka sebagaimana telah ditetapkan COP. Amerika Serikat sangat menyokong 
mekanisme ini. 
 Sebelum protocol Kyoto disetujui, Pemerintah Amerika Serikat telah 
mengundang Federal Register on Announcement of Ground Rules for U.S. 
Initiative on Joint Implementation tahun 1994 untuk memfasilitasi pelaksanaan 
                                                             
69 Ferdika, V.Vitriya, dan Wardi, 2015, Himpunan Lengkap Undang-undang Tentang 
Lingkungan Hidup, Jakarta : Saufa, Hal. 49-50 
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pasal-pasal JI yang terdapat dalam konvensi perubahan iklim, yang kemudian di 
kenal sebagai CDM dalam protocol Kyoto.70  
Sebelum protocol Kyoto dikeluarkan, definisi JI (Joint Implementation) 
yang digunakan berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Kyoto Protocol. 
Misalnya, the 1994 U.S. Federal Register menggunakan definisi yang tertera 
dalam artikel 4 paragraf 2 konvensi perubahan iklim. Oleh karena itu, dia 
memasukkan kerjasama untuk menerapkan komitmennya dengan menanam 
investasi pada proyek-proyek Negara berkembang sebagai JI. Berdasarkan 
pengertian dalam protocol Kyoto, kerjasama ini dikenal dengan nama Clean 
Development mechanism atau CDM, sedangkan untuk JI sendiri berpusat pada 
kerjasama yang dilakukan oleh Negara maju saja. 
Dalam Clean Development mechanism, Negara-negara yang tidak tergabung 
dalam Annex I dapat mengambil keuntungan dari kegiatan proyek yang 
melahirkan pengurangan emisi yang tersertifikasi dan Negara-negara Annex I 
dapat menggunakannya untuk berkontribusi terhadap sebagian kewajibannya 
dalam mengurangi atau membatasi emisi berdasarkan Kyoto protocol.  
Pengurangan emisi yang dihasilkan dari tiap proyek akan disertifikasi 
berdasarkan: 
a. Partisipasi sukarela yang disetujui oleh pihak yang terlibat 
b. Keuntungan nyata dapat diukur, dan jangka panjang terkait dengan 
mitigasi perubahan iklim; 
                                                             
70 Sukanda Husin, Op.Cit Hal. 68-69 
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c. Pengurangan emisi yang merupakan tambahan terhadap segala yang 
mungkin terjadi apabila kegiatan proyek tersertifikasi tidak ada.71 
Proyek-proyek yang dijalankan oleh CDM harus disetujui oleh pihak tuan 
rumah. Persetujuan Negara tuan rumah merupakan satu komponen kunci untuk 
memastikan pemerintah masih memegang kedaulatan atas sumber daya alamnya. 
Selain menyetujui pengembangan proyek yang ditawarkan di bawah CDM, 
Negara tuan rumah juga bertanggung jawab mengkonfirmasi apakah proyek 
kegiatan CDM akan membatunya mencapai kriteria pengembangan berkelanjutan 
sendiri. 
Walaupun CDM disokong oleh sebagian besar Negara berkembang, dia 
tidak terlepas dari kritikan. Ada yang branggapan bahwa CDM hanya merupakan 
izin bagi Negara maju untuk memenuhi kebutuhan dan keuntungan mereka, hanya 
memilih proyek-proyek dinegara berkembang yang menghasilkan CERUs dalam 
jumlah yang sangat besar dan biaya yang sangat murah. Sebagian lagi 
beranggapan bahwa CDM ini akan melanggar kedaulatan dan mengganggu 
strategi pembangunan Negara berkembang atau bahkan CDM akan 
mendistribusikan keuntungan ekonomis secara tidak adil antara Negara maju dan 
Negara berkembang.  
Terlepas dari kritik-kritik tersebut, CDM harus dipuji dua alasan. Pertama, 
CDM membantu pencepatan penerapan ketentuan-ketentuan alih teknologi dan 
bantuan teknis yang diatur di dalam konvensi perubahan iklim. Kedua, sampai 
saat ini, CDM merupakan program yang paling mungkin yang dapat melibatkan 
                                                             
71 Ferdika, V.Vitriya, dan Wardi, Loc. Cit hal 50-51 
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Negara berkembang dalam mencapai tujuan utama konvensi perubahan iklim. 
Alasan kedua ini sangat signifikan dalam menarik hati Negara-negara majuuntu 
memimpin pelaksanaan tujuan konvensi perubahan iklim.72 
2. Program Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation 
(REDD+) 
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa protocol Kyoto tidak benar-
benar membebankan ataupun mewajibkan Negara berkembang seperti Indonesia 
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Berdasarkan protocol Kyoto pula, 
Negara berkembang hanya diwajibkan untuk melakukan pelaporan. Tapi, Negara 
berkembang bisa ikut berperan aktif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, 
yakni dengan melalui program Clean Development Mechanism (CDM) dalam 
rangka membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development)  deforestasi dan emisi yan terkait telah menjadi bagian penting dari 
diskusi ilmiah dan politik sejak awal negosiasi Konvensi Perubahan ikllim dan 
Protokol Kyoto. Semua Negara yang menandatangani konvensi sepakat untuk 
melindungi dan mengkonservasi penyimpanan karbon termasuk hutan, tetapi 
sejauh ini efeknya masih kecil. Pada saat Negara-negara pihak Konvensi 
Perubahan Iklim membuat protocol Kyoto pada tahun 1997, yang membuat target 
penurunan wajb untuk Negara-negara industry.73  
Kemudian pada COP 11 di Montreal tahun 2005, Papua Nugini dan Kosta 
Rika, didukung oleh delapan Negara lainnya, melemparkan wacana untuk 
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73 Ibid , hal 78-79 
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mengurangi emisi yang diakibatkan oleh deforestasi di Negara-negara 
berkembang. Penawaran tersebut menerima dukungan besar dari para peserta dan 
COP untuk membentuk suatu kelompok dan memulai suatu proses selama dua 
tahun untuk mempelajari pilihan-polihan yang terdapat dalam usaha tersebut. 
Keputusan ini mendorong berbagai Negara dan pengamat untuk menyampaikan 
proposal dan rekomendasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan 
deforestasi dan degradasi hutan. Isu-isu utama meliputi :  
a. Penyebab utama deforestasi; 
b. Kebijakan REDD, meliputi kerjasama bilateral maupun multilateral; 
c. Cara-cara menyediakan insentif untuk REDD, meliputi pendanaan dan 
mekanisme 
d. Isu teknis terkait dengan pengukuran REDD dan menerapkan 
kebijakan REDD.74 
Isu Teknis yang telah disebutkan meliputi ketersediaan dan kecukupan data 
mengenai luas hutan dan tingkat deforestasinya, dan data serta metode untuk 
memperkirakan perubahan dalam jumlah karbon yang disimpan di hutan (stok 
karbon). Pada tahun 2007, COP 13 di Bali melahirkan Bali Action Plan yang 
menyepakati REDD sebagai usaha mengurangi emisi setelah tahun 2012, yaitu 
ketika periode komitmen protocol Kyoto berakhir. 
Seiring berjalannya waktu REDD berkembang menjadi REDD+. Symbol 
”+” terkait dengan konservasi dan peningkatan stok karbon. Mekanisme REDD di 
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masa depan memiliki potensi untuk memberikan hasil yang lebih. REDD dapat 
secara bersamaan menanggapi perubahan iklim dan kemiskinan, serta memelihara 
keragaman hayati dan dan mempertahankan layanan ekosistem vital. 75  
Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) 
atau  reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan adalah sebuah mekanisme 
pengelolaan hutan berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan tutupan 
hutan, memastikan sumberdaya termanfaatkan dan terbarukan, serta terjadinya 
konservasi nilai asset hutan ( salah satunya dalam bentuk karbon) REDD+ juga 
berarti mewujudkan lingkungan yang terjaga baik yang dipersiapkan untuk 
generasi sekarang dan mendatang. REDD+ menjaga keseimbangan ekologi dan 
keanekaragaman hayati, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan 
berkeadilan, serta mencapai kesejahteraan social melalui pertumbuhan ekonomi 
hijau. 
REDD+ menjadi strategi untuk menangani permasalahan deforestasi dan 
degradasi hutan secara menyeluruh, meliputi peran konservasi, pemeliharaan 
sumber mata pencaharian, manajemen kehutanan yang berkelanjutan, dan upaya 
peningkatan cadangan karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.76 
REDD+ merupakan dua hal yang diintegrasikan, pertama REDD+ sebagai 
tujuan dan kedua REDD sebagai mekanisme pembiayaan sebagai tujuan, REDD 
diharapkan sebagai skema pengurangan emisi gas rumah kaca dengan cara 
pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan. Sedangkan sebagai mekanisme 
                                                             
75 Ibid, hal  47 
76 Tentang REDD+, Badan Pengelola REDD+, http://bpredd.reddplusid.org/tentang-redd 
diakses tanggal 11 Maret 2017 
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pembiayaan, REDD membentuk tata cara pembiyaan atau kompensasi bagi usaha 
pengurangan deforestasi dan degradasi hutan yang diharapkan akan berdampak 
bagi turunnya emisi gas rumah kaca terutama CO2. 
REDD+ ini merupakan perluasan dari REDD, yang menambahkan areal 
peningkatan cadangan karbon hutan ke dalam cakupan awal strategi REDD 
berupa peranan koservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan 
cadangan karbon. 77 
3. VISI dan MISI Reducing Emission From Deforestation and Forest 
Degradation (REDD+) di Indonesia 
Dengan adanya REDD+ di Indonesia, tentunya perlu diperhatikan bahwa 
untuk tercapainya keinginan dan kepentingan dari REDD+ itu sendiri diperlukan 
adanya visi, misi, serta tujuan dari RED+ itu sendiri. REDD+ sendiri memiliki 
visi yaitu pengelolaan sumberdaya alam hutan gambut yang berkelanjutan sebagai 
asset nasional yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat.  
Misi dari REDD+ adalah untuk mewujudkan visi pengelolaan hutan dan 
gambut berkelanjutan melalui tata kelola yang efektif yang dicapai dengan:  
a. Memantapkan fungsi lembaga pengelolaan hutan dan lahan gambut 
b. Menyempurnakan peraturan/perundangan dan meningkatkan penegakan 
hokum 
c. Meningkatkan kapasitas pngeloaan sumber daya hutan dan lahan gambut. 
Tujuan dari REDD+ itu sendiri dibagi ke dalam 3 waktu, yakni : 
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1. Tujuan jangka pendek ( 2012-2014 ) : perbaikan kondisi tata kelola, 
kelembagaan, tata ruang dan iklim investasi secara strategis agar dapat 
mencapai komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dengan tetap 
menjaga pertumbuhan ekonomi. 
2. Tujuan Jangka Menengah ( 2012-2020 ) : terlaksananya tata kelola 
sesuai kebijakan dan tata cara yang dibangun pada lembaga pegelolaan 
hutan dan lahan gambut, serta pada ruang dan mekanisme keuangan yang 
telah ditetapkan dan dikembangkan dalam tahap sebelumnya agar target-
target penurunan emisi 26-41 persen tahun 2020 dapat dicapai. 
3. Tujuan jangka panjang ( 2012-2030 ) : hutan dan lahan Indonesia 
menjadi net carbon sink pada tahun 2030 sebagai hasil pelaksanaan 
kebijakan benar untuk berkelanjutan fungsi ekonomi dan jasa ekosistem 
dari hutan. 78  
Untuk mencapai berbagai tujuan yang telah disampaikan di atas, maka diperlukan 
berbgaia macam komponen dan ruang lingkup kegiatan REDD+ ini, yang berupa : 
1. Penurunan emisi dari deforestasi 
2. Penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan gambut 
3. Pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon melalui : 
a. Konservasi hutan 
b. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest 
management) 
c. Rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak 
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Indonesia, Hal 6-8  
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4. Penciptaan manfaat tambahan bersamaan dengan peningkatan manfaat 
dari karbon melalui: 
a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat local 
b. Peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati 
c. Peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem lain.79 
Dalam kesepakatan UNFCCC disebutkan pengurangan emisi global 
ditargetkan akan mencapai 20-40 persen pada tahun 2012 dibandingkan dengan 
tahun 1990. Dari total target tersebut, 10 persen diharapkan kan dicapai melalui 
strategi REDD+.80 Indonesia merupakan salah satu Negara pihak UNFCCC.  
Keanggotaan Indonesia sebagai Negara pihak UNFCCC, Negara yang 
meratifikasi konvensi UNFCCC, memiliki konsekuensi untuk ikut mencapai 
tujuan konvensi. Tujuan konvensi ini untuk menurunkan emisi global. Salah 
satunya emisi yang bersumber dari sector kehutanan. Kemudian dalam negosiasi 
UNFCCC, REDD+ hadir sebagai salah satu mekanisme internasional untuk 
menurukan emisi global di sector kehutanan.  
Dengan dasar komitmen yang telah dibuat oleh Presiden SBY dalam 
pertemuan COP XV di Copenhagen, Denmark, maka Pemerintah Indonesia, 
melaui Bappenas, menyusun suatu strategi nasional terkait penerapan REDD+. 
Presiden SBY berkomitmen bahwa Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah 
kaca secara nasional sebesar 26 persen (melalui upaya sendiri, dana nasional dari 
APBN) hingga 41 persen (melalui bantuan luar negeri) pada tahun 2020. 
                                                             
79 Ibid. 
80 Dani Setiawan dan Agustinus Prasetyantoko, 2011, Pendanaan Iklim, Antara 
Kebutuhan dan Keselamatan Rakyat, Jakarta : WALHI, hal.28 
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Strategi nasional REDD+ Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dalam 
UNFCCC, yakni pengurangan emisi dari BAU pada tahun 2020 yang 
dilaksanakan sejalan dengan upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 
sebesar rata-rata 67 persen. Strategy nasional ini mengkombinasikan antara target 
nasional tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata sebesar 67 persen atau 7 
persen per tahun dan komitmen Indonesia  menurunkan emisi gas sebesar 26-41 
persen.81  
Adapun strategi nasional REDD+ pada table berikut ini : 
Tabel 3.2 Kerangka Strategi Nasional REDD+ dengan 5 pilar utama 
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1. Lembaga REDD+ 
2. Instrumen Pendanaan 
3. Institusi MRV (Pengukuran, 
Pelaporan, dan Verifikasi)   
1. Reduksi Emisi 
 













1. Meninjau hak-hak atas 
lahan dan mempercepat 
pelaksanaan tata ruang 
2. Meningkatkan penegakan 
hukum dan mencegah 
korupsi 
 
3. Menangguhkan ijin baru 
untuk hutan dan lahan 
gambut selama dua tahun 
4. Memperbaiki data tutupan 
dan perijinan di hutan dan 
lahan gambut 







1. Konservasi dan rehabilitasi; 
a. Memantapkan fungsi 
kawasan lindung 
b. Mengendalikan konversi 
hutan dan lahan gambut 
c. Restorasi hutan dan 
rehabilitasi gambut 






b. Mengelola hutan secara 
lestari 
c. Mengendalikan dan 
mencegah kebakaran 
hutan dan lahan 
d. Mengendalikan konversi 
lahan untuk tambang 
terbuka 
3. Pengelolaan lanskap yang 
berkelanjutan; 
a. Perluasan alternatif 
lapangan kerja yang 
berkelanjutan 
b. Mempromosikan 
industri hilir dengan 
nilai tambah tinggi 






1. Penguatan tata kelola 
kehutanan dan penggunaan 
lahan 
2. Pemberdayaan ekonomi 
lokal  dengan prinsip 
berkelanjutan 
3. Kampanye nasional untuk 




1. Melakukan interaksi dengan 
berbagai kelompok 
(pemerintah regional, sektor 
swasta, organisasi non 
pemerintah, masyarakat 
adat/ lokal, dan 
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Sumber : diolah dari Strategi Nasional REDD+, 2012,  Satuan Tugas Persiapan 
Kelembagaan REDD+ Indonesia, 
Kerangka Strategi REDD+ dibangun untuk mencapai tujuan jangka panjang 
yang dijabarkan sebagai berikut : (i) menurunkan emisi Gas Rumah Kaca yang 
berasal dari sector penggunaan lahan dan perubahannya serta kehutanan (Land 
Use, Land Use Change,and Forestry/ LULUCF); (ii) meningkatkan simpanan 
karbon; (iii) meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati; dan (iv) 
meningkatkan nilai keberlanjutan fungsi ekonomi hutan. System kelembagaan 
REDD+ dirancang dengan mengutamakan azas-azas : tata kelola yang baik; 
inklusif dengan memastikan partisipasi dari para pemangku kepentingan; efisiensi 
biaya untuk mencapai tujuan; serta akuntabilitas dari pelaksanaan seluruh urusan 
terkait REDD+.  
Pada tingkat nasional dibentuk tiga lembaga, yaitu lembaga REDD+; 
instrument pendanaan REDD+; serta institusi koordinasi dan Sistem pengukuran; 
pelaporan dan Verifikasi REDD+ yang disebut juga dengan MRV REDD+. 
Pada tingkat sub-nasional, pemerintah provinsi dapat membentuk 
lembaga REDD+ untuk menyusun dan menjalankan strategi dan Rencana Aksi 
Daerah REDD+ yang diturunkan dari strategi nasional REDD+. Lembaga REDD+ 
provinsi mengkoordinasikan kegiatan secara tematik, termasuk : (i) 
penyelenggaraan rangkaian kegiatan pegukuran, pelaporan), dan verifikasi 
internasional 
2. Mengembangkan sistem 
pengaman (safeguards) 
sosial dan lingkungan 
3. Mengusahakan pembagian 




penurunan emisi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV); (ii) 
memastikan efektivitas pendanaan REDD+;dan (iii) secara berkala melaporkan 
perkembangan program/proyek/kegiatan di daerahnya kepada lembaga REDD+ 
nasional. 
Kabupaten juga dapat membentuk lembaga REDD+ untuk melakukan 
koordinasi secara konsisten dan efisien dengan semua pemrakarsa kegiatan 
REDD+ di tingkat kabupaten, dan secara berkala melapor pada tingkat provinsi. 
Data dan informasi mengenai perkembangan kegitan/proyek/program REDD+ 
menjadi landasan bagi data yang terdapat pada lembaga REDD+ di tingkat 
nasional. 
Pelaksana Program/Proyek/Kegiatan REDD+ adalah lembaga/organisasi 
yang memenuhi aturan dan syarat tertentu untuk menjalankan dan mendaftarkan 
program/proyek/kegiatan REDD+ yang dilaksanakannya kepada lembaga REDD+ 
di tingkat Sub-Nasional. Pelaksana dapat berupa badan usaha, organisasi 
masyarakat sipil, lembaga pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat. 
Persyaratan pendaftaran program/proyek/kegiatan dan pelaksanaannya 
dikembangkan di daerah dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh lembaga 
REDD+ nasional serta sejalan dengan aturan-aturan dan kearifan daerah.82 
 
4. Provinsi Percontohan 
                                                             
82 Satgas REDD+, Op.Cit. hal.  9-11 
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Kelompok kerja Provinsi percontohan dalam program REDD+ di Indonesia 
merupakan satu hal yang mendasar dalam kaitannya dengan kucuran dana 1 
milyar dollar AS dari Norwegia untuk masalah iklim di Indonesia.83 Provinsi 
Percontohan (Pilot Project) adalah provinsi yang dipilih sebagai lokasi untuk 
menguji coba dan memantau kemajuan menuju kesiapan REDD+ nasional. 
Pembentukan provinsi percontohan ini tindak lanjut dari Konferensi Para Pihak 
Ke-13 (COP 13) Konvensi Kerangka kerja perserikatan Bangsa-bangsa tentang 
Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2007 dalam 
kegiatannya, aktivitas percontohan (Demonstration Activity/ DA) untuk REDD+ 
dibentuk di berbagai wilayah dan provinsi sebagai fungsi pembelajaran selama 
fase persiapan. Pada pembangunan DA juga sebagai pembelajaran untuk 
membangun komitmen sinergitas antar pihak.84 
Pada tahap awal implementasi REDD+ ditetapkan satu provinsi percontohan 
(pilot project) yang melaksanakan REDD+ secara penuh untuk pembelajaran hal-
hal yang dapat direplikasi dan diterapkan pada tingkat nasional. Pemilihan 
provinsi percontohan didasarkan pada beberapa kriteria berikut: 
1. Kondisi biofisik yang memenuhi pelaksanaan REDD+ (luas hutan dan 
lahan gambut, ancaman deforestasi dan degradasi hutan) 
2. Kondisi social ekonomi (nilai ekonomi sumberdaya hutan, ketergantungan 
masyarakat terhadap sumber daya hutan) 
                                                             
83 Satgas REDD+, REDD+ Dan Satgas kelembagan REDD+ : Sebuah Pengantar, hal.21 
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3. Ketersediaan data dan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) terkait 
pelaksanaan REDD+ 
4. Kondisi tata kelola berkaitan dengan program ekonomi dan REDD+ serta 
kepemerintahan yang efekrif, efisien dan transparan. 
Di provinsi percontohan, strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) untuk 
implementasi REDD+ akan disusun dengan mengacu pada strategi Nasional 
REDD+ dan disinkronkan dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD).85 
Selain memenuh kriteria tersebut, lokasi terpilih harus yang dinilai mampu 
memberikan kontribusi tinggi terhadap upaya penurunan emisi nasional yang 
berfungsi sebagai acuan bagi pelaksanaan REDD+ tahap selanjutnya. Lokasi 
terpilih akan memperoleh beberapa keutungan dari kegiatan ini, antara lain dalam 
bentuk dukungan dana dalam implementasi REDD+ dan keterkaitan dengan 
berbagai pihak termasuk donor dan investor karena peningkatan transparansi 
dalam pengelolaan hutan dan penurunan emisi maupun peningkatan stok karbon. 
selain itu, lokasi pelaksanaan REDD+ juga akan diuntungkan oleh terjadinya alih 
pengelolaan hutan dan penurunan emisi pengetahuan dalam bentuk peningkatan 
kemampuan (capacity building) tenaga yang terlibat, dan kemampuan 
implementasi rencana tata ruang, system pengukuran, pelaporan dan verifikasi 
(MRV), dan pengembangan pangkalan data (data base)86  
                                                             
85 Satgas REDD+, Op.Cit. 41 
86 Bappenas, 2010,  Rancangan Strategi Nasional REDD+, Hal. 104-105 
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Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari proses penetapan provinsi 
dan Kabupaten/Kota antara lain adalah : 
a. Kesediaan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk memberikan 
prioritas tinggi dalam melaksanakan strategi REDD+ di seluruh 
wilayah administratifnya sejalan dengan strategi nasional. 
b. Adanya jaminan kerja sama dengan Gubernur dari Bupati dan walikota 
jika alokasi REDD+ pada lingkup Provinsi 
c. Adaya jaminan kerja sama dari setiap instansi sektoral di 
Kabupaten/kota jika alokasi REDD+ pada lingkup kabupaten/kota 
d. Komitmen untuk mendorong pelaksanaan moratorium 
e. Kesediaan melaksanakan system MRV di seuruh wilayah provinsi dan 
Kabupaten/Kota 
f. Kesediaan membentuk kelembagaan REDD+ dan MRV di tingkat 
Provinsi 
g. Jaminan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk 
masyarakat loka/masyarakat adat.87 
 
C. Profil Kalimantan Tengah 
1. Luas Wilayah, Tata Guna Hutan dan Lahan 
Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas ke-3 di Indonesia 
setelah Papua dan Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai 1,5 kali pulau 
Jawa, yang terdiri dari 13 wilayah Kabupaten dan 1 wiayah Kota. Terkait dengan 
                                                             
87 Ibid, hal. 105 
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pemanfaatan lahan dan ruang serta penatagunaan hutan dan lahan, dimana 
provinsi Kalimantan Tengah memiliki kawasan hutan yang sangat luas, bahkan 
dari segi produktivitas merupakan yang terluas di Indonesia, sehingga 





Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan factor yang sangat 
dominan, karena tida saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga 
sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain, sumberdaya manusia yang 
berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan 
pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya manusia merupakan 
suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di 
Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana 
pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan terbaru di 
wilayah rencana sangat dibutuhkan. 
a. Kondisi Masyarakat  Kalimantan Tengah 
Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk tahun 2010, jumlah 
penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.202.599 orang, yang terdiri 
atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) 
tercatat sebanyak 550.650 KK.  
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Dari hasil sesnsus penduduk 2010 (SP2010) tersebut, penyebaran penduduk 
Kalimantan Tengah tampak masih bertumpu pada kabupaten induk. Kabupaten 
kotawaringin timur, Kapuas dan kotawaringin  barat adalah tiga kabupaten dengan 
urutan teratas memiliki jumlah penduduk terbanyak, iatu berturut-turut 373.842 
orang, 329.406 orang, dan 235.274 orang. Kabupaten Katingan merupakan 
kabupaten pemekaran dengan jumlah penduduk terbanyak diantara kabupaten 
pemekaran lainnya, yakni 141.350 orang. 
Dengan luas wilayah Kalimantan Tengah sekitar 153.564 kilometer persegi 
yang didiami oleh 2.202.599 orang, maka rata-rata kepadatan penduduk kalimatan 
tengah adalah 14 orang per kilometer persegi. Kota Palangka Raya sebagai 
ibukota provinsi memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi, yakni 82 
orang per kilometer persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten 
Murungraya, yakni 4 orang per kilometer persegi.88  
b. Perekonomian  
1) Perumbuhan PDRB Regional 
Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-
masing sector yang membentuknya. Hal ini berkaitan dengan kontribusi masing-
masing sector yang berpotensi besar maupun sector-sektor yang masih perlu 
mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan, sehingga 
diharapkan dapat menjadi sector yang mempunyai peranan lebih besar di masa 
yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan 
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, 
                                                             
88 Ibid, hal 6-7 
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pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi 
dari sector primer ke sector sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan 
masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang sebaik 
mungkin. 
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2009 sebesar 
5,48 persen. Sumbangan terbesar PDRB tahun 2009 atas dasar harga berlaku 
adalah sector pertanian yaitu sebesar Rp.10.241,39 milyar dan atas dasar harga 
konstan (tahun 2000) sebesar R.5.700,23 Milyar. Pertumbuhan ekonomi 
Kalimantan Tengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 relatif mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2006 sebesar 5,84 persen. Pada tahun 2007 sebesar 6,06 
persen, sedangkan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 6,2 persen. 
Pada tahun 2009, meskipun ada  pengaruh krisis ekonomi global, pertumbuhan 
ekonomi Kalimantan Tengah masih dapat mencapai 4,5 persen.  
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2010 sampai dengan 
Triwulan III (Cum to Cum) berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah tahun 2010 
adalah sebesar 6,42 persen. 
2) Pertumbuhan PDRB Sektoral 
Salah satu indicator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara 
makro adalah data produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB provinsi 
Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti telah 
diuraikan pada bagian sebelumnya. Dari data terlihat bahwa pada tahun 2009, 
sector yang tumbuh relative tinggi (8,4%) dan memberikan kontribusi paling besar 
(1,5%) terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 adalah sector 
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perdagangan, hotel,dan restoran.sektor bangunan meskipun mengalami 
pertumbuhan paling tinggi namun hanya berkontribusi sebesar 0,5 persen terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Sementara sector pertanian mampu tumbuh 4,3 persen dan 
memberikan kontribusi 1,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 
tahun 2009.89 
 
3) Struktur perekonomian 
Sector pertanian merupakan sector yang terbesar kontribusinya dalam 
kegiatan ekonomi di Kalimantan Tengah. Hal ini terlihat dari PDRB. Pada tahun 
2009, sector pertanian memberi sumbangan terbesar dalam sumbangan PDRB, 
yaitu 28,2 persen. Selanjutnya, berturut-turut oleh sector perdagangan, restoran  
dan hotel sebesar 21,4 persen, sector jasa-jasa 12,6 persen, sector pengangkutan 
dan komunikasi 9,4 persen dan sector industry pengolahan 8,2 persen. Sementara 
sector pertambangan dan penggalian menyumbang 7,4 persen, sector bangunan 
6,0 persen, sector keuangan,penyewaan dan jas 5,7 persen, serta listrik dan air 
bersih 0,6 persen. 
4) Pendapatan perkapita 
Perkembangan perekonomian di Kalimantan tengah yang diikuti dengan 
pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada PDRB perkapita. Tingkat 
kesejahteraan suatu daerah akan tercermin dari besarnya PDRB perkapita, 
meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan perkapita penduduk 
secara nyata, karena angka ini hanya merupakan angka rata-rata. PDRB perkapita 




penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan harga konstan tahun 2000 
mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2004 hingga tahun 2009. Pada 
tahun 2004 PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Tengah hanya sebesar Rp, 7,1 
Juta meningkat menjadi Rp, 8,5 juta pada tahu 2009. Rata-rata kenaikan 
pendapatan per kapita sejak tahun 2004 sampai 2009 adalah sebesar 3,63 persen. 
Pada tahun 2004-2009, pertumbuhan PDRB perkapita Provinsi Kalimantan 
Tengah berfluktuasi. Pertumbuhan PDRB perkapita provinsi Kalimantan Tengah 
mencapai titik terendah pada tahun 2007 yakni sebesar 1,33 persen, sedangkan 
titik tertinggi pada tahun 2008, yaitu sebesar 4,67 persen.90 
3. Permasalahan Deforestasi dan Degradasi di Hutan Kalimantan Tengah 
a. Deforestasi 
Deforestasi adalah pengurangan atau penurunan jumlah luas kawasan hutan 
dan tutupan lahan, karena dikonversi untuk kepentingan atau peruntukan lain. 
Degradasi adalah penurunan kualitas hutan akibat tindakan manusia atau kejadian 
alam. 
Di Provinsi Kalimantan Tengah, deforestasi sepenuhnya terjadi disebabkan 
oleh factor manusia, baik yang terencana (legal) maupun yang tidak terencana 
(illegal). 
1. Deforestasi Terencana (Legal) 
Deforestasi ini dilakukan oleh pemerintah dari Kalimantan Tenga sendiri 
guna memenuhi kebutuhan yang berbasis pembangunan, sehingga kegiatan 
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deforestasi pun turut andil dalam pembangunan ini.Inilah beberapa penyebab 
deforestasi di Kalimantan Tengah : 
a. Pembangunan Infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan 
Disamping pembangunan jalan Negara, provinsi hingga jalan desa, 
pengurangan luas hutan juga terjadi untuk kepentingan jalan perusahaan 
(kehutanan, perkebunan, transmigrasi). Walaupun pembangunan jalanan, 
jembatan dan pelabuhan ini tidak seburuk konversi lahan, namun tentu saja 
pembangunan ini menyebabkan deforestasi. 
a) Perkebunan 
Salah satu usaha perkebunan yang terbesar di Kalimantan Tengah adalah 
perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit ini merupakan bentuk dari 
ekspansi pembangunan perkebunan kelapa sawit nasional yang awalnya berada di 
Sumatera. Kegiatan perkebunan ini tentunya menyebabkan deforestasi di 
Kalimantan Tengah, karena pelepasan fungsi hutan yang awalnya masih tergolong 
dalam kawasan berhutan dan harus dibersihkan yang artinya melakukan 
pembabatan habis hutan hingga tak bersisa dan setelah itu ditanami kelapa sawit. 
b) Pertambangan 
Di Kalimantan Tengah tercatat jumlah izin usaha pertambangan (IUP) 
adalah 632 unit (±3.850.409ha) dan yang telah melakukan kegiatan operasional di 
lapangan adalah sebanyak 35 unit (±210.474 ha), tetapi yang telah memiliki izin 
pinjam kawasan hutan dari menteri kehutanan baru 18 unit (43.373,78 ha). 
Aktivitas pertambangan ini juga merupakan bentuk deforestasi dikarenakan 
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aktivitas pertambangan ini memiliki system yang terbuka, secara nyata melakukan 
“peniadaan” ekosistem hutan secara gradual, tidak ada lagi biodiversitasdi atasnya 
dan ekosistem tanah sudah berubah.91 
 
 
2. Deforestasi Tak Terencana (illegal) 
1. Terbentuknya Pemukiman Sementara para penambang liar dan illegal 
logging 
Bermula dari kelompok berusaha bersama-sama di dalam hutan, kemudian 
berkembang menjadi beberapa kelompok, sehingga membentuk komunitas yang 
disebut dusun dan selanjutya berkembang menjadi desa definitive. 
2. Kebakaran liar (wild fire) 
Akibat kebakaran, hutan yang terbuka secara otomatis dikapling-kapling 
oleh masyarakat. Salah satu contoh adalah bekas kebakaran hutan 1997 
disepanjang jalan Tumbang Talaken (eks. HPH PT. Sua Budi Mulya) 
3. Pemanfaatan Bekas Camp Hak Penguasaan Hutan 
Jumlah HPH yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 
1990an menacapai 120 Unit diantaranya merupakan HPH penetapan baru. Artinya 
terdapat  90 unit eks HPH di Kalimantan Tengah yang sudah tidak operasiona 
dimana terdapat base camp-base camp HPH di dalam Kawasan Hutan yang 
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ditinggalkan. Hal ini membuat warga sipil ataupun pihak lain memanfaatkan base 
camp tersebut menjadi pemukiman.92 
b. Degradasi 
Degradasi hutan adalah penurunan kualitas atau kemampuan hutan untuk 
menjalankan fungsi-fungsinya (fungsi konservasi, fungsi produksi/ekonomi, 
fungsi lindung.) dalam pengertiann, hutannya tetap ada, tidak hilang, tetapi 
hutannya rusak atau tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi secara optimal. 
1. Kebakaran Hutan 
Kebakaran hutan di dalam kawasan hutan yang dapat mengakibatkan 
terjadinya deforestasi adalah apabila terjadi dalam skala besardan luas dalam 
waktu yang relative lama seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997 di 
Kalimantan Tengah. Pada waktu itu, disamping terjadi pelepasan emisi GRK 
dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfir, tetapi sekaligus juga meluluh 
lantakkan kawasan hutan di Kalimantan Tengah, baik pada hutan dataran maupun 
hutan gambut, dimana yang tersisa hanya tinggal kawasan tandus tanpa tegakan 
sebagai akibat kebakaran tersebut. Bahkan dampaknya bukan hanya semata 
persoalan emisi GRK tetapi juga semacam terjadi genocide of biodiversities atau 
“extreme deforestation”.  
Emisi GRK ke atmosfer yang berasal dari kawasan hutan dan non hutan 
(tetapi merupakan lahan berhutan) tidak hanya di akibatkan oleh terjadinya 
deforestasi, tetapi menyebabkan pula degradasi hutan. Meskipun demikian, 
ditinjau dari sudut kehutanan, dampak dari deforestasi lebih mahal ketimbang 
degradasi hutan. Hal ini dikarenakan deforestasi bermakna hutan yang ada telah 
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hilang atau musnah, sedangkan deforestasi hutan tidak musnah. Ditinjau dari segi 
emisi GRK juga demikian. Emisi yang dihasilkan dari deforestasi lebih signifikan 
ketimbang degradasi. 
 
2. Banjir  
Untuk provinsi Kalimantan Tengah, (berbeda dengan provinsi lain di 
Indonesia), factor alam berupa banjir masih sangat kecil pengaruhnya bagi 
terjadinya degradasi hutan, karena banjir yang terjadi umumnya tidak sampai 
berdampak significant merusak hutan dan kawasan hutan, dan pemulihan seumber 
daya hutan cenderung berlangsung cepat secara alamiah pasca banjir. 
3. Erosi/ Tanah Longsor 
Sama halnya dengan factor banjir, bencana erosi dan tanah longsor di 
Kalimantan Tengah relative jarang terjadi, meskipun ke depan potensi bencana 
erosi dan tanah longsor seiring dengan massivenya kegiatan pembukan lahan 
dapat saja menjadi bencana besar dan dapat saja berdampak significant bagi 
terjadinya deforestasi hutan di Kalimantan Tengah. 
Walaupun Kalimantan Tengah dikenal sebagai salah satu provinsi yang 
memiliki kawasan hutan yang luas, namun pada kenyataannya masih banyak 
sekali permasalahan yang terjadi pada provinsi ini. permasalahan lingkungan yang 
terjadi bukanhanya semata terjadi karena factor alamiah tetapi bisa juga 
disebabkan oleh factor manusia. Jika dibiarkan terus berlarut-larut hal ini tentu 






 Kesimpulan  
 Berdasarkan pembahasan penelitian ini, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, antara lain :  
1. Kepentingan Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Norwegia 
adalah untuk membangun citra positif Indonesia sebagai Negara yang 
berkomitmen dalam permasalahan hutan dinegaranya pada dunia 
internasional, internasional akan komitmen Indonesia pada hutan 
miliknya. kepentingan Indonesia yang lain adalah untuk mengintegrasikan 
konsep ekonomi pedesaan yang lebih berimbang dengan lingkungan, 
dimana perekonomian tetap jalan dan lancar namun tetap melestarikan 
lingkungan. Kepentingan selanjutnya adalah untuk menguatkan hak-hak 
masyarakat local atau adat atas tanah dan sumberdaya di hutan untuk 
memenuhi kebutuhan ekonominya.  
2. Kepentingan Norwegia yang ingin dicapai oleh Norwegia adalah 
pemenuhan tanggung jawab moril Norwegia sebagai Negara maju yang 
tergabung menjadi Negara Annex 1 dalam UNFCCC, selain itu juga citra 
positif yang disematkan pada Negara ini terkait dengan kepedulian 
lingkungan yang tercermin pada setiap kebijakan yang diberlakukan di 
Norwegia. 
3. Selama REDD+ berlangsung sejak tahun 2010 hingga 2014 program yang 
dilaksanakan kedua Negara melalui pemerintah daerah berserta pemangku 
kepentingan lain diantaranya, Program Mamagun Tuntang Mahaga Lewu 
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(PM2L), Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (GEBER-
MLT), Bulan Menanam Pohon, Kalteng HARATI, Green Government 
Policy, Pembangunan Hutan Tanaman, Pelatihan pada guru mengenai 
pembangunan berkelanjutan, Pelatihan Masyarakat dan Perubahan iklim, 
dan pengenalan IT dasar, Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan 
lahan gambut berbasis masyarakat, Pelatihan citizen journalism, Dan 
pengembangan ecotourism. Dampak yang ditimbulkan dari program 
REDD+ ini adalah adanya peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat 
untuk menyalurkan aspirasinya, insentif yang diberikan Norwegia 
disalurkan pada masyarakat local, masyarakat sadar akan isu perubahan 
iklim, adanya interaksi dan dukungan dari berbagai pihak, masyarakat 
mengetahui aliran dana insentif secara transparan, masyarakat dapat 
melakukan pembangunan berkelanjutan tanpa harus merusak lingkungan. 
Permasalahan yang dihadapi kedua Negara dalam implementasi program 
REDD+ ini adalah masih kurangnya informasi yang diterima oleh 
pemerindah daerah mengenai REDD+, masih rendahnya komitmen dari 
pihak yang terkait, masih sering terjadi konflik antarmasyarakat, serta 
korupsi yang masih menjamur di kalangan pemerintah pusat  Indonesia. 
Saran 
1. Penulis menyarankan agar kerjasama yang dilakukan oleh kedua 
Negara ini semakin ditingkatkan, dilanjutkan pada fase-fase 
selanjutnya, mengingat kerjasama ini merupakan langkah yang besar 
bagi Indonesia untuk membuktikan komitmennya pada dunia 
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internasional terkait kepedulian terhadap lingkungan, apalagi ditambah 
program REDD+ ini didanai oleh Negara maju seperti Norwegia, tentu 
ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk memaksimalkan 
potensi hutannya dan selain itu untuk mengembangkan perekonomian 
Indonesia menjadi lebih baik lagi. 
2. Perlu adanya perbaikan yang sungguh-sungguh terhadap pemerintah 
Indonesia khususnya terhadap kasus kejahatan yang terkait kehutanan, 
selain itu kasus korupsi yang masih terus ada hingga program REDD+ 
ini diterapkan di provinsi percontohan. 
3. Sosialisasi mengenai REDD+ ini perlu ditingkatkan lagi, karena masih 
terdapat masyarakat desa seperti desa Bahaur yang belum mengetahui 
program-program yang diimplementasikan oleh REDD+ dari para elit 
desa dan Pemerintah Pusat. 
  
